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DAERAH HABUPATEN MUARA ENIM
BUPATI MUARA ENIM

hahwa dengan  telah  ditetapkannya  Peratura Dacral
Kabupaten Muara BEnim Nomor 18 Tahun 2000 lentang
Pembentikan Organisasi dan Tata Kerja Schkretanat Dracrah
Kabupsten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas dilingkungan Sckretariat Daerah perin
dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungs: Sekieianal
Daeral Kabupaten Muars Toim |

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana di malksud
hamif a perly menetapkan Kepatusan Bupat Muara Enim
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan IFungsi Sckretariat
Dacral Kabupaten Muara Enim,

Undang-undang Republik Indonesw Nomor 28 Tahun 1959
tentang Pembentuken Dacrah Tingkat 11 dan Kotapraja di
Sumatern Selatan [ Lembaran Negarn Republik Indonesia
Taliun 1939 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negard
Reoublilk lndonesia Nomor 1821 T

Lindang-undang Republik Indonesin Nomer 22 Tahun 1999
ienitang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 1999 Nomor 00, Tambahan lLembaran
Megara Hepuhlik Tndonesia Nomor 3835 )

Undang-undang Republik ndonesia Nomor 25 Tahun 1999
entang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Maerah | Lembaran Nepara Republile Indonesia Tahun 1559
Nowor T2, Tawbahan Lembaran Negara Hepuhlik Indonesis
Momor 3848 )

Undang-undang Republik Indonesia Nowmor & Tabun 1974
tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian | Lembaran  Negars
Republik Indenesia Tahun 1974 Nomer 553, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomaor 3041 |

schagaimansa .
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sebhagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2890} |

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang kewenangan  Pemerintah dan  Kewenangan
Fropinst sehagal Dacrah Otonom | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembarman
Negara Nomor 3952 ) .

(el

G. Peraturan Pemenniah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman  Organisasi Permngket  Daerab
{ Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
HEE)

heputusan Presiden Bepublik Indonesia Nomor 4 Tahun
19959 tentang Tekimik penyusunan Peraturan  Perundang-
undapgan dan beatuk Raoncangan Usndang-undang,
Kancangan Feraturan Femenntah, doan Rancangan
Keputusan Presslen

_\.

8. Pemmturan Dacrah kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tabhun
2000 tentang Kewenangan Pemerndab BKabuopaten Miuoss
Fasden

4, Peraturan Daerab Kabupaten Musara Enim Nomor 18 Talian

2000 tentang Pembentukan Oirganisasi dan Tata Kega
seloetariat Daerah Kabupaten Muara Enim,

MEMUTLUSERAN ¢

Menetapkan KEPUTUSAN BLUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN

TUGAS POEODK DAN  FUNGS] SEREETARIAT DALEEAH
KABUPATEN MUAREA ENIM,

FAan
HETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Kepulusan ini vang di maksud dengan ;

1, Daerah adalah Kabupaten Musara Enim,

2. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Faim,

4 Bupats adalah Bupat Moara Eoam.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enum,

. sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim

6, sekretariat  Daerab adalah Sekrelanat Daecrah Kabupaten Musra
Enim,

T Asslen  Sckretans  Daeralh adalah Asisien  Sckretaris  Jacrah
Kabupaten Mumms Enun, vang selanjutnya di sebut Asisten,

8, Kelompak oo,
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8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawal Negen Siptl
vang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabal vang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesual dengan profesi
keshliannya dalam  rangkas mendukung  Kelancaran  lLgas
pemerintahan.
BapB 1
HEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGS!
Pasal 2
(1) Sekretariat Daerah adalah  merpakan unsar  stal Hemerintah
Dacrah vang berada i bawab dan bertsngguog jawab kepada
Hupali.
(] Sekretariat Dacrab di pimpin oleh Sckretaris Daerah,
Aasal 3
Sekretarial  Daerah mempunyai  lugas  membanie Bupati dalan
melalosanaloan tugas pr:T_1l1_.'-:rh‘.uggHI':-m1‘J Peelne riniabuan, FEOVIENTIAT
kebijakan, membing hubuangan Kega  dengan perangkal aerah,
penvelenggaraan  administrasi,  organisasi  dan tstalaksana serls
memberikan pelayanan administratit kepada selurub perangkat daerab,

Fasal 4

Untak menyvelenggarmbkan tugas ferschut pedda pasal 3, Sekorctarnat
lJacrah mempunyai fangsi @

a. Penglkoordinasian perumusan kebijakan Pemernntah Doersah
hi. Penyelenggaraan administrasi pemerintabhan ;

c. Penyelenggaraan  pembinasn  bubungan  kena  dengan selurh
Perangkat Daerah

d. Pengelolaan  sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan
sarana Pemerintah Daerah |

r. Pelaksanaan tigas laan yang dibcrikan oleh Dupati sesum dengan
tugas dan lungsinya.

HAR I
BUSUNAN ORGANISARBI
Pasal 5
Susunan Organisast Sekretanat Dacrab terdin dar |
A. SBekretaris Daerah.

BiBAssterm: aiinen
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B. Asisten Pemerintahan memhbawahkan -

1} Bagian Tata Pemerintshan, terdin dari
#. Sub Bagian Tata Pemerintaban Umiom,
b Sub Bagian Pemmgkat dan Administrasi Kecamatan,
e Sub Bagian Perkotaan.

2} Bagilan Pemerintahan Desa, terdiri dari -
2. Sub Bagian Apamtor Pemerintahan Desa [ Kelursshan,
b Bub RBagian Pengembangan Desa / Kelurahan dan Lewnbeaga
Adar.
¢ Sub Bagian Pendapatan dan Kekavaan Desa | Kelurahan,

3} Bagian Huokum , terdin dari ;
a. Bub Bagian Pemundang-undangan,
b, Subr Bagian Bantuan Hulkum,
e sub Bagian Dokumentasi Hokum.

4] Bagian Organisasi, tcrdol dar ;
& Sub Bagian Kelembagaan,
I Sub Bagian Ketaialaksanaan.
c. Sub Bagian Analisa Jabatan.

2| Baglan Hesejahteraan, terdin dari -
@, Sub Bagian Agama dan Pendidikan.
h. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial,

.. Asisten Administrasi, rmembawahban :

|} Bagian Umum, terdiri dars
a. ub Bagian Tata Usaha dan Telek,
b. Bub Bagian Bumah Tangga,
£, HBub Bagian Humas dan Protokal,
i, Sub Bagian Perlenglapan,

2 Bagian Ekonomi dan Pembangunan, tendiri o
g, Suly Bagian Perekonomian,
b Sub Bagian Administrasi Pembangunan,
o sub Bagian Pelaporan.

3) Bagian Hewangan, terdird dari ¢
a. sub Bagian Anggaran,
b. Sub Bagian Perbendabaraan.
o, Suh Bagian Pembulkouan,

4} Bagian Kepegawaian, terdin dari
A, Sub Bagan Umum Kepepawaian,
h. Sub Bagian Mutasi Kepegaw:aian,
¢, Sub Bagian Pengembangan Pepawad,

D. Kelompok Jabatan Fungsional.

A TV
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BAB IV
ASIBTEN PEMERINTAHAN
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 6
Asislen Pemerintahan  mempunyal tugas melaksanakan penvusunan
kebijakan them Pk 1ehkonas seTia menglkoomiinasilkan
penyelengparaan  pemerintaban, pertanahan, kesatuan banpgsa dan
perlindungan  masyarakat, satuwan  polist pamong  praja,  Hokom,
Orgamsast dan Tatalaksana serta Kesojahteraan Rakyval,

HPasal 7

Unmk neovelenggarakan  tugas  lerschut  pada pasal 6, Asisten
Pemerintahan mempurnyai fungsi

a Penyusunan  baban  kebijakan, pedoman dan  petunjule  teknis
penvelenggaraan pembinaan pemerintahan, Hukum, Orpanisasi dan
Tatalaksana

b Penpyusunan bahan  kebijakan  dan pedoman  penvelenppaman
pembinaan pertanaban,  kesatuan  bangsa  dan perlindungan

masyarakal seria satuan polisi pamong praja ;

c. Perumusan dan penviapan kebijakan serta pedoman pelaksanaan
Pemermiahan Desa | Kelorahan ;

il Pengkoordinasian kegawatan penvelengearann pemermiahan,
perianahan, kependudukan, kesatusn bangsa dan perlindungan

masyarakal serla satuan polisi pamong praja ;

e. Penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan persinran
perundang-undangan ;

f. Penyiapan baban penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan
pembmaan di hidang kescjahteraan rakyat, agama dan pendidikan

g. Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan.
Bagman Kedua
Bagian Tata Pemerintahan
Fasal &
Bagian Tala pemenntahan mempunyal tugas melaksanakan penviapsan
bahan, pedomasn dan petunjuk teknis pembinasn perangkat  di

hecamatan, perkotasn , Pertanahan dan Kependudulon,

Pasal 9 ..o,
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Fasal O

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Bagian Tata
Femernntahan mempunyai fungsi ;

a4, Penyviapan bahan pembinasan dan koordinasi instansi Vertikal oleh
Bupati dalam menvelenggaralan pemerintahan |

b. Pemyiapan bahan  penyusunan  program dan petanjuk teknis
pembinaan prasarang Kecamatan |

o Penyiapan bahan dan  menganalisa  data serta  meniberikan
pertimbangan dalam pembinaan perangkat di Kecamatan |

. Penyiapan babian  penyusunan  pedoman dan  petunjuk  teknis
pembinaan perkotaan, pertanaban dan kependudyaloean

]

Penyiapan bahan penyuasunan laporan pedangpungiawaban Pupati |
t. Pelakaansan tugas lamn vang diberikan oleh atasan.
Pasal 10

(1] sSub Bagmn  Tata  Pemerntaban Umum mempunyal tugas
melakukan penyiapan bahban penyusunan pedoman dan petunjuk
lekmnis penvelenggaraan pemeaermiahan, penatann dan
pengembangan wilayah, peningkatan sumber pemdapatan daerahb
serta pembinaan di bidang Perfanahan,

(2] Sub Bagian Perangkat dan administasi Kecamatan mempunvai
tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pengelolasn Administiasi Kecamatan, pembinaan
dan pemantauan perangkat di Kecamatan,

(%) Sub Bagwn Perkotsan mempunyal tugas melaksanakan penyviapan
bahan  penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
pericotaan, kerjasmna  anlar kols, batas wilayah  kola  serts
pembinann Kependudukan,

Bagilan Ketlga
Bagian Pemerintahan Desa
Pasal 11

Bagian Pemenniahan Desa mempunval tugas melaksanakan penyiapan

bahan, pedomsan dan petunjuk teknis pembinaan dan penvelenggaraan

Tata Pemerintahan Desa [ Keluraban serta pembinaan pendapatan dan

kekavaan Desa [ Kelurahan,

Pagal 12

Unmik meovelenggarakan lugas lerschut pada pasal 11, Bagian
Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

a. Penyiapan ..
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-Penviapan  bahan penyusunan pedoman dan petunjuk  teknis

pembinaan penyelenggarasn tata pemerintahan desa / kelurahan dan
administrasi pemerintahan Desa [ Kelurahan ;

FPenviapan bahan perwinusan kebijakan pendayagunaan aparatur

pemerintah Desa / Kelurahan

Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksansan pengembangan

Desa / Kelurahan ;

Femviapan  bahan  penvasunan  pedoman dan  petunjuk  teknis
pelaksansan pendapatan dan kekavaan Desa / Kelurahan

cPenviapan baban  penvusunan  pedoman  dan  petunjuk  teknis

pelaksanaan pengembangan hubungan adat dan Badan Perwakilan
Desza

Velalktsanan (ugas lain vang diberikan oleh atasan,

Frasnl 13

(1} Sub Bagian Aparatur Pemerintahan Desa [ Kelurahan mempunvai

fugas melaksanakan penviapan bahan pedoman dan perumusan
kebyakan  penvelenggaraan  pemerintahan Desa  /  Kelurahan,
pendayagunaan aparalur pemerinitaban desa | kelorahan dano
Hadan  Perwakilan  Desa, Penvelenggaraan  administrasi  dan
pemberian  tunjangan pendapatan dan  penghasilan  pemerintah
desa / kelurahan dan Badan Penwakilan Desa.

<1 Sub Bagian Fengembangan Desa [ Kelurahan dan Lembaga Adat

mempunyal tugas melaksanskan penyiapan bahan pedoman dan
perumusan  Kebijakan  pelaksansan pengembangan  Desa [
Relurahan yvang melipud pembentukan, perencanasan, penyaiian
dan penghapusan desa serta perubahan Desa menjadi Kelurahan,
pelaksanasn pembinaan lembapa adat dan kerjasama anlar Desa,

(4 Sub  Bagiem  Pendapatan dan Kekayasn Dess ) Kelurahan

mempinyai - lugas  melaksanakan  penyviapan  pedoman dan
PETUIIRSAn webippksanann pelaksanaan penatansabeann,
pengurusan,  pengawasan dan pengembangan  pendapatan,
kekavaan dan kewangan Desa J Kelurahan serta pengembangan
polensi kekayaan Desa | Kelurahan dan basil usaha desa,

Bapian Keempat
Bagian Hukum

Pasal 14

Bagien Hukum mempunyai tugas melaksanakan penviapan bahan,
pedoman  dan mengkoordinasikan penvusunan Peraturan Perundang-
unduangan, melakukan telaaban Hukum, Pelayanan Bantuan Hukinm
dan sengkera Hukum serta pengembangan Jaringan Tokomerntasi dan
Infermasi Huloam,

FPasal Yo oomes i
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Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Bagian Huloun
mempunyai fungsi ;

.

(1)

Pengkoordinasian  dalam  penvosunan  Prodnk-produk Hukum
Daerah;

Penyiapan babhan penyvusunan Peratumon Daerah, Keputusan Bupat
dan lnstruksi Bupati ;

Penihtian, pengkajian dan penelaaban produk-produk Hukum

Pelaksanaan evaluasi terhadap Peraturan Peromdang-undangan dan
Produk-produl Hukum Dacrah ¢

Penyiapan bahan pertimbangan dan melakokan upaya Bantuan
Iukum  kepada seluruk Perangkat  Daerah  seris penyelesaian

sengleta Hukum di ingkungan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan  pengundangan  Peraluran Daerah dan  Keputusan
Bupat ;

Pelalksanaan Publikasi Produk Hukum dan pengembangan Jarngan
Daokninenias: dan [nformasi Huloam ;

Pelaksanann tugas laim yang diberikan olch atasan.

FPasal 16
Sih Bagian FPerundang-umdangan T VAL tugas
melaksanakan penyviapan  bahban dan mengkoordinasikan

PeTumilsan rancangan perdiuran penindang-undangan, menclash
dan mengevaluasi pelaksanaannya.

csub Hagian Bantuan Huknm mempunyvai tupas melaksanakan

penylapan baban dalam wpave pembersian bantuan huloun dan
penyelesmian masalah hokum di lingkungan Pemerintah Daerah,

Sult DBagian Dokwmentasi Huknm mempunyal tigas melakukan
publikasi Produl-preduk Hukum, penyiapan bahan penerbitan
Lembaran Dacrah serta pengembangan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum.
Bagian Kelima
Bagian Organisasi

Prasgal 17

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
enyusunan pedoeman dan petunjuk tekmis pembinaan kelembapgasn,
leetatalaksanaan, Peadavagunaan Aparatur Negara,  analisa jabatan
dan pengawasan melelkat,

Pagal 158 .
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Hazal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17, Bagian
Organisasi mempunyai flungsi:

A, Penyiapan bahan pembinaan dan penatasn Kelembagaan ;

migd

1. Peoviapan bahan penyusunan pedoman dan petanjuk  rekiis
pembinaan ketatalaltsanaan

c.  Pemviapan baban penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan anahisis jabatan

d.  Peoviapan baban penyusunan pedoman dan  petunjuk leknis
pembinaan  Pendayagunasan  Aparatur Nepara dan  pengawasan
clekat dan Akunitahilitas ;

c. Pelaksanaan tugas lain vang diberikan olech atasan.
Pasal 19

(1) Sub  Bagian Kelembagsan mempunvai tugas  melaksanakan
penyviapan balian  penvosunan  pedoman dan pemnjuk  feknis
pembinaan dan penataan Organisasi Perangkat Tacrah

(2} Sub Hagian Ketatalaksanaan mempunyvai tugas melaksanalan
penyiapan  bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan penatasn sistem, metode dan prosedur kerja,
Pendayagunaan  Aparatie Negam, pengawasan  melekat  dan
Aluntabilitas.

3] Sub Dagian Anshsa Jabatan mempunyal tugas melaksanakan
peoyiapan bahan penyusonan  pedoman dan petunjuk  teknis
pelaksanaan dan pengembangan Analisis Jabatan.

Bagian Keenam
Bagian Kescjahteraan
Prasal 20

Bagian HKesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan, pedoman dan petunjuk teknis serta koorlinasi penyelenggaraan
pembinaan kescjahteraan rakyat, pelayanan bantuan sosial, pendidikan
dan Aagama,

Pasal 21

Untuk menyvelenggarakan tugas fersebut poda pasal 20, Bagan
Resejahteraan wempunyai fungsi

w. FPenymapan bahan penyusunan  pedoman dan petunjul tekonds
pembmaan dan keordinasi di bidang kesejabiterman mkyval melipot
bidang bantuan sosial, keschatan, keluarga berencana dan
ketenagakerjaan ;

b. Penyiapan ...,
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b. Peoviapan bahan penyusunan pedoman dan kcordinas:
pelaksanaan pembinaan di bidang Agama |

¢, Peogkoordinasian  dan  pemantavan pelaksanasn pemberian
pelavanan dan bantuan sosial |

d. Penyiapan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serts
koordinasi pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, generasi
mka, olahrmga, sem budayva dan pemhberdayasn masyvarakat |

e.  Pelaksanaan fugas lain vang diberikan oleh atasan,

Pasal 22

(1) Bub  Bagiag  Apsona dan Pendidikan mempunyai tupas
melaksanakan penyiapan baban pembinaan i bidang Apaoms,
nrusan Hajy, pendudikan, pemuds dan eolahraga serta seni budaya,

(2} BSub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyal tugas melaksanakan
penviipan bahan pembinaan i hidang  bantuar sosial,
peningkatan  kesejahternan masvarakal,  keluargs bemencans,
keschatan, ketenagakerjaan dan pembenlayann masvarakat

BARY
ABISTEN ADMINISTRASI
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Asisten Admimisirasi mempunval tugas melaksanakan penyusunan

kebiakan dan  petunjuk telenis seria menghoordinasikan
penvelengearan penbinsan kepegawsdan, keaangan, kelatsusahan dan
perlenglkapan.  perckonomian  dan pengendalian adoomstras

penitbangunan,

Pasal 34

Untuk menyelenpgarakan tugas tersehut pasal 23, Asisten Administrasi
MCI P var flergst

EL Pembinasan pelaksanaan amsan BEumeah T ATgEn, Tatn Usala,
RKearsipan, Humas dan Protolol serta Perdengkapan

b, Pelaksaaan koeondinasi peovusunan pedoman  petunjuk  teknis
pembmaan  dan peomegkatan prodoksi Perisnian,  Diadast,
perdagangan dan Noperas:, Pertambangan dan Energl, Pariwisala,
Perhubungan dan Perusahiaan Daerah

. Pengeoorlinasian  peayusunan program dan petunjuk  tekms
pembinaan pembangundan dacrah, monitoring, evaluasi program

pembangunan di hinglangan Pemerviaotah Dasrah

. Pelaksanaan oo,
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Pelaksanaan  koordinasi  peovosunan  program ANggaRTan
pendapatan dan belanjs dacmh serla pengelolaan administrasi
Heusngan ;

Fenyiapan balian pesvusunan  kebiigkan dan petunjuk  teknis
peayvelenggarasn pembinasn kepepawaian |

Pelaksanaan tugas lbin vang diberikan oleh atasan,
Bagian Kredua
Bagian Umum

Fasp] 25

Bagian Umam mempanesi tugss melaksanalkan ueissn Tatee Usali,
Sandl daw Telek, Rumah Fangga, Hubangan M asyirskal dan Protokol,
Adminisieast Perjalanan Dinas serin Pengadann Perlenskapan,

Fragal 296

Untuk menvelengaarakan tagns terselul piada pasal 25, Bagan Umuam
Mempin vyl ingsi ;

b;

4

()

(2]

Prlaksamaan kegiatan ‘I'ata Usaba dan peneeloloan Sandi dan Telek
scrin melakukan Tawa Usaba Keupngao Sclretariar Diaerah -

Pelaksanaan penselolnen  arissn Rignalh Tangga Sekretariat
taerah  serta melabokan nrosan keamisnan  dalam terhadanp
titenal flan informast ¢

Pelaksanaan  urusan  Hubungsn  Masyarakar  dao  Protokol,
Administrasi Perjalanan Dinas Pimpinsm |

Pelaksanaan pengelolssn mlministeas: pertenglapan dan barang
milik daciah ;

Pelaksanaan pengadaan pedengkapan dan pecbekalan ;

Pelaksnnean tagas bsn vane diberkan ol afassn

Hamst E7

Sub Bugean Tate Usahey dan Velek aempuanyad tapas melakukan
Hrisen. tida aEaba Pimpioan don tata gsaha oo, pefalinkan
pengansnean dan operssions] seoa tata usaha sendi, melalkoakan
hubungan  kospunikasi mengklasifikasi  beria,  melakukan
pemelibarnan dan perawatan alat-alat komunikasi  serta
melakukan 1ata usaln keasuen it Sektariar Dacralh,

Sub Baglen Bumah Tasgda mewmpomal tugas  melaksanakan
NTEAn dwnEl angea vang melipnti peloyanan  angkutan dan
prrawaian kendasmnz dinas, shomodasi dan moangon, mmal

jabstan serta wielsknkan pemelibnrann dem perdwatsn, kebersthan

caafrlog that) pekarangnn
] Db Bagmn .
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[3) Sub Bagisn Humss dao Potokol miempunyal tigss melaksanalean
Hubungsn masvarakat dan keminaan pers dalanl penyampaian
pegmtan Pemennish ' Daerah, pengaturan dan penyisuRan acatE
kegtatan, pelaksanaan pelipnian dan pendeliunentasian legiatan
st administras) porjalansn dinas pumpinan,

{4 Sub o Bagian Pereongkapan mempunval Tugas melaksanakan
DENVTIRILAT tebutiban (werbelalan, melakukan pengadasn dan
pendistiibusion,  pengslolasn administrasi perlengkapan dan
barnng milik Dacial

gt hetlsi
Bagisy Ehonomi dsn PFembangunan
sl A8

Hﬂgﬁn ebeomeomad dlan Peanhangonnn mempay ng flgas necinkssnnlkian
penvustan kebijakan dan petieiil ckeds serla meggkoorilinasikan
peEty el pgalaan I SR poroloncniian,  peamgkaEn
prodateel darn pengendalinn sdoirms s peiban e,

Mrsnl

Untuk menvelenpearnimn togas tepsdlagy  podne Pesal 28, Biian
Ekotcanie o as Pomlatetsion tnouipinyel fonigst

@ Peavinpan  bahmm [-:.e_-:v.-u_s:nn.'. v pedlomen cdan kebyolan delam
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dilingknnenn Pemermiah Dnemb

¢ Penviomam  haban ey dniom o pedoman et perinjuk wknis
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d; Venvinpan babrn anslise danorenben pricksanoon pembangugan
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e. Preinksnihn mwas dinas T eane dilrerficdn olel ainsmng,
L&
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A Sulh Bosgen  Peeekomsmmbaty, aogagalayal sigas arelnksanakarn
pemiapsan hatim,  peddman dagpeiiiuk twlenis serin Koowlinasl
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ugas

~ 5 - = SRR TR N IR e B pITEY EL
S ~svispan  bahan  peayusunan  pedoman dan
e ekms  pelaksanaac administrasi  pembangunan dan
nocndalian pEMmbangiinan.
Sty Paeian Pelanoran mempuryai mgas melaksanakan penyviapar
pebadiibon meniloring, analisa dan evaluast polaksanoan

A s orte enviapkan baban penyusunan pelaporan.

Hagian Keempal
Sagian Keuangan
Pasal 31

P AL rigas melaksanalean dan
ClenennEn rencana anggaran, perubshan dan

W Deodlapatan dan Belanjas Dacrah serla
il Es L sl Ko U TrEE.
Prsal 32
ceoarsba tugas  tersebut pads pasal 31, Rapgiar
1T | BT S

bahan dan  koordinasi

L=AT TR LA A0 p:n}lusu_n"_.]_-”
MECATR TN apaan ;

L venvusiunan,  pemibahban  dan o perhilungan

bapatins dein belanys daekan |

pEnySUnAT  fencand  penmbangan keuamgan

1Y 1THTHL LSS NN
T EE]
Jelaan admanlstrnsl Reylangan dasrah g
Vil s a0 nenein ebenaran penagihan dan peoerbitan Surat
rit dembover Uang (SPMU) dan mengadalean pemeriksann
s sert anendbins perbendalaraan |
Petidnnan  belin peewnsunan  pedomdan dan petunjuk  teknis
X Helrangan |
ain vang diberikan oleh atasan,
Pasal 33
il i BT R mempunyal  tugas  melaksanakan
e balim pelivusunan rencana snggaran dan perubahan
tan belangn  daceah,  petunjul telnis
ShEFYRT] QU EITA] pendapatan  dan belanja dacrah,
A ST FET permbangan keuangan serta peaviapan ilan
PLUTIS I R i e R,

(3 Sub Bagian ...
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(2] Sub Bagian Perbendabaraan mémpunyai tugas melaksanaksn
penerbitan Surat Pernntabh Membavar Uang (SPMU), mengun
kebenaran  pepagihan,  membins . ketatausahazn kKeuangan,
penyelesaian  masalah  perbendaharaan Jdan ganti gl serta
mombinea perbendabiaraan.

(22 Sulb Bagian Pembuokuan meamponyad tuagas melaksanakan
pembukuan sccara sistemats dan kronologls scria  peonylapan
bahan penyusunan perhitungan sngearan dan  pemeriksaan
penchitian terhadap meabisast anggaran rudin dan Pembangunan,

Bagan Kelima
Bagian Hepegawaian
‘asal 34

Bagian Kepegawaian  mempunyal ftugas  melaksanakasn pengelolasn

athuinisliasi  kepegawaian,  peavusunan proogran dan pelunguk

pembinaan dan  pengembangan kepeeawaian serta melaksanalan
miitasi pegawad dan lata usaha kepogawaian.

Poa=aal 35

Untik menvelenggarakan tuges tersebut pada pasal 24, Bapian
hepegawalan mempunyal fungst -

g, Peoviapan bahan dano pengelolaan data serla mempersiapkan
pevaturan perindang-undangan di bidang kepegavwaian |

b. Peayiapan bahan penyusunan rencans kebumban pegawal dan
kebutuhan pendidikan dan latthan ;

Pelaksanaan dan pengaluran molasi dan tala ossha kepegawaiai,

%]

d. Penviapan bahan  dan  mengolah dota serin menyiapkano
penyusunan  progiam  dan petunmjuk  ekms pembivaan dan
pengembanesn kaner pegawal ;)

'~ Prlaksanaan tugas dinas lain yamg diberkan oleh atasan,
'anal 36

(1) Sub Hagian Umuim Kepegawnlan  mempunyal  Tgas
melaksanakan penyiapan bahan pembingan kedwdokan hulum
PEEEW AL (lisiplin peEawa]l, penvelosaian adminisirast
peniberhentian pegowal serta menghimpun peraturan peeandarng:
vinichangan Kepegaw aian,

(2) Sub Bagian Muiasi Kepegawalan mempunyal tugas melaksanakan
peuviapan bahan kebijakan motasi pegawai,.  administrasi
kepangkatan pegawal serta kemailan gajl berkala dan pensiin
PCRaw L

(3] Bub Bagian .-
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(3] Sub Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai iugas
melaksanakan  penyiapan  babian  penvusunan  percocansan
pegawai, kelnituban pendidikan dan latihan, penvusunan  formasi
dun data pegawai serta pembetian penghargaan dan tanda jasa,

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGBIONAL
Hasal 37
Kelompok  Jabatan  Fungsional mempunvai  tugas  melaksanakan
sehaginn tugas Sckretariat Dacrah sesuai dengan bidang  keahlian
tenaga fungsional masing-masiug berdasarkan peratiuran perundang-
winlangan yang berlaku,
Pasal 38
(1] Eelompok Jabatan Fungsional tentid dar sejumlal  lenags
Mingsional yang lerhagl dalam berthagai tsnaga funpsional sesnad
dengan bidang keahliannva |
(2 Masing-masing  kelompok. tenaga  fungsional di pimpin oleh
seong tenaga fungsional senior vang di tunjuk oleh Scloetaris

Daeraly

) Jumlah tenaga fungsional tersebi pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutulon dan behan keda |

1) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana A meaksud aval

(1) dl mtur berdasarkan pemturan perundang-undangan  vang
lerlalken,

B AR VI
PENUTUP
Frasad 39
Hal — hal vang belum di atur dalam keputusan ind sepanjang TR TIRE T
pelaksanaannyva akan ditetapkan tersending oleh Bupati.
Fasal 40

keputusan im mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Apar Supayva ...,
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Agar supaya  selisp ormng dapat mengetaloonDya,  oermerin sl kean
Pengundangan Reputusan mi dengan penempatannya dalam Lembatan
Daerah Kabupaten Muar Fniom.

Ditclapkan el Witara Fnim

piacda tanggal & P"TEE. 2001

BUPATI MUARA ENIM

o

AHMAD SOFJAN EFFENDIE
Dinndangkan eli Musara Enim

pada tanggal S Mel 2001

SEKRETARIS D

. "I
o

: HARUPATEN
ENIM

E N ROBAIN BIROD

LEMBARSN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR | E:



